
 
 

“Keterlibatan Daerah Dalam Transisi Energi Nasional: Kritik 
Konseptual dan Gagasan Tata Kelola” 

(disampaikan dalam Diskusi Initiative! Laporan Akhir Tahun 2023 The Indonesian Institute) 
Jumat, 8 Desember 2023 

 
Dr. Indah Dwi Qurbani, SH, MH 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
Email : indah.qurbani80@ub.ac.id 



Dr. Indah Dwi Qurbani, SH, MH 
(indah.qurbani80@ub.ac.id) 

 
- Dosen Fakultas Hukum  

Universitas Brawijaya 
 

- Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kampus 

Jakarta 
 

- Ketua Pusat Kajian  
Hukum Pertambangan dan Hukum Energi Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya 
 



Pemantik Diskusi 

Laporan Akhir Tahun 2023 TII : 
-  Memberikan kewenangan yang luas kepada Pemda dalam 

transisi energi adalah upaya meningkatkan kontrol publik 
terhadap kebutuhan sehari-hari; 

-  Pemda dan pemdes didorong untuk memiliki proyek 
penyediaan energi berbasis potensi EBT setempat dengan 
konsep “Community Based Energy Development”.  

 



Kebijakan Energi Nasional 

•  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN); 

•  Pemerintah telah menetapkan peran EBT paling sedikit 
mencapai 23% dalam bauran energi nasional pada tahun 
2025. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mencapai 
kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional 
secara berkelanjutan.  



Sumber Energi 

•  Energy resource is something that can produce heat, 
power life, move objects, or produce electricity. 



Energi baru 

•  Energi yang berasal dari sumber energi baru. 
•  Energi yang ditemukan sesuai perkembangan tekhnologi. 
•  Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat 

dihasilkan oleh tekhnologi baru baik yang berasal dari 
sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak 
terbarukan.  



Energi Terbarukan 

•  Adalah energi yang berasal dari sumber energi 
terbarukan; 

•  Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang 
dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan 
jika dikelola dengan baik antara lain; angin, sinar 
matahari dll. 



Pengaturan Energi 

•  UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; 
•  UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 
•  UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 
•  UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; 
•  UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
•  UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perppu Cipta Kerja.  



POSISI PEMDA 

•  Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 “Hubungan keuangan, 
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan 
sumber daya lainnya antara PP dan Pemda diatur dan 
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU”** 



Materi RUU EBT 
BAB	 Materi	 Pasal	

I	 Ketentuan	Umum	 1	

II	 Asas,	tujuan	dan	ruang	lingkup	 2-4	

III	 Penguasaan	 5	

IV	 Energi	Baru	 6-21	

V	 Energi	Terbarukan	 22-40	

VI	 Pengelolaan	Lingkungan	Serta	Keselamatan	dan	Kesehatan	Kerja	 41-42	

VII	 Penelitian	dan	Pengembangan	 43-45	

VIII	 Harga	Energi	Baru	dan	Terbarukan	 46-47	

IX	 Insentif	



Materi RUU EBT 
BAB	 Materi	 Pasal	

X	 Dana	Energi	Terbarukan	 49	

XI	 Pembinaan	dan	Pengawasan	 50-51	

XII	 Partisipasi	Masyarakat	 52	

XIII	 Ketentuan	Peralihan	 53	

XIV	 Ketentuan	Penutup	 54-55	

Konsep	April	2019,	http://pusatpuu.dpr.go.id/produk/index-draft-ruu	
	



Tinjauan terhadap RUU EBT 

(prospektif) melihat proses saat ini dan proses yang sedang 
berjalan, temuan : 
•  Ada beberapa pasal yang kontradiktif; 
•  Harus menjadi momentum kepastian hukum menuju energi 

yang lebih bersih; 
•  Perencanaan pembangunan rendah karbon (harus menjadi 

arah bagi semua kementerian); 
•  Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi; 
•  Permintaan energi terbarukan meningkat; 
•  Potensi pendanaan hijau. 



Aspek yang mempengaruhi transisi ke energi 
terbarukan  

 
1.  Political leadership; 
2.  Investasi dan pendanaan; 
3.  Bisnis process (adanya paradigma bahwa Indonesia kaya akan SDA); 
4.  Praktek tata kelola; 
5.  Kondisi geografis dan jumlah penduduk di Indonesia; 
6.  Kelembagaan; 
7.  Keberlanjutan; 
8.  Kesiapan teknologi; 
9.  Kualitas dan konsistensi kebijakan dan regulasi; 
10. Konservasi energi. 

 



Road map transisi energi 

•  Konsep peta jalan menjadi instrumen pelaksanaan transisi 
kebijakan energi 



GREEN CONSTITUTION 

Pembangunan berkelanjutan

Berwawasan lingkungan

Kesejahteraan sosial

Kedaulatan 
Energi
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